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 Jual beli emas secara tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau 
membeli dengan pembayaran yang tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan 
atau diangsur). Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu 
media investasi pun tidak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Terhadap 
fenomena yang sering terjadi di masyarakat mengenai jual beli emas secara tidak 
tunai tersebut tentunya menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai status 
hukumnya dalam tinjauan hukum Islam. Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama 
Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa 
mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli 
Emas Secara Tidak Tunai. Setelah melihat beberapa pertimbangan, diperoleh 
kesimpulan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli 
biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak 
menjadi alat tukar yang resmi (uang). 
 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Apakah 
Implementasi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada PT Pegadaian Syariah 
UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 
77/DSN-MUI/V/2010. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah implementasi jual beli emas secara tidak tunai pada PT 
Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research), dengan sumber data primer dan data sekunder, metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview (wawancara), dan 
dokumentasi, kemudian teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing, 
reconstructing, systematizing, yang kemudian dianalisis dalam bentuk kualitatif 
yang kemudian disampaikan secara deduktif dan induktif. 
 Dari hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa hasil analisis pada 
PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung mengenai jual beli emas 
secara tidak tunai sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-
MUI/V/2010.  
  
   
   
 MOTTO 
 
                        
                
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Al-Wasim Tajwid Kode Transliterasi Per Kata 
Terjemah Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 83.  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
 Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan 
diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak 
terjadi kesalahan dan kerancuan persepsi dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini 
berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-
MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI 
(StudiPada PT Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung)”, maka 
perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan 
kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut: 
 Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas 
Secara Tidak Tunai.Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan 
masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara 
pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun 
secara tangguh. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010adalah fatwa yang 
memberikan kejelasan tentang kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli 
emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, 
hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi 
(uang).Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual(tsaman) 
 tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada 
perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2
 
 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunaiadalah jual beli yang dilakukan 
dengan sistem angsuran atau kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli 
emas secara tidak tunai adalah jual beli emas yang dilakukan secara kredit. 
 Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul dari skripsi ini adalah 
sebuah penelitian yang membahas masalah analisis hukum Islam tentang jual beli 
emas secara tidak tunai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 
Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada PT Pegadaian Syariah UPSWay 
Halim Bandar Lampung. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
 Alasan memilih judul “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 
77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT 
Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung)” yaitu: 
1. Secara Objektif, adanya perbedaan pendapat tentang hukum boleh atau 
tidaknya melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai sehingga 
menarik bagi penulis untuk menganalisis hukum jual beli emas secara 
tidak tunai tersebut dengan melihat dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
MUI/V/2010 dan melihat bagaimana implementasinya di PT Pegadaian 
Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung. 
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Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak 
Tunai, h. 11. 
 2. Secara Subjektif : 
a. Bahan-bahan informasi atau buku-buku yang tersedia sebagai bahan 
rujukan yang berhubungan dengan topik penelitian cukup banyak 
sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian; 
b. Judul skripsi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari 
dibangku kuliah khususnya jurusan Muamalah Fakultas Syari‟ah UIN 
Raden Intan Lampung; 
c. Permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi tahun 
sebelumnya, khususnya di Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan 
Lampung. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat pada 
umumnya adalah transaksi jual beli.Menurut pengertian syariat, yang dimaksud 
dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.Atau memindahkan 
milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang 
sah).Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam 
perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan 
pertukaran.
3
Untuk melakukan kegiatan jual beli, Islam menghendaki agar 
dilakukan dengan cara yang luas agar tercapai syarat sah jual beli. Adapun syarat 
sah jual beli adalah sebagai berikut :
4
 
1. Saling rela antara kedua belah pihak; 
                                                             
3
Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 138. 
4
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2012), h. 104. 
 2. Pelaku akad adalah orang  yang diperbolehkan melakukan akad yaitu 
orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti; 
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua 
belah pihak; 
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama; 
5. Objek transaksi adalah barang yang dapat diserahterimakan; 
6. Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad; 
7. Harga harus jelas saat transaksi. 
Kegiatan jual beli hendaknya tidak dijadikan ajang bisnis yang kurang 
sehat, dalam arti pihak yang mengadakan transaksi tidak merasa dirugikan.Hal ini 
sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 : 
                      
        
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 
dalamperdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.5 
 Berdasarkan ayat di atas bahwa manusia dilarang memperoleh harta 
dengan jalan batil (tidak benar) yang akan merugikan orang lain. Islam 
mengajarkan kepada umatnya agar memperoleh harta dengan jalan yang baik dan 
benar serta tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh 
melakukantransaksi jual beli tetapi harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan 
oleh syariat serta tidak boleh merugikan atau menipu orang lain. 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 
2013), h. 83. 
  Pada dasarnya jual beli adalah memindahkan barang dari tangan penjual 
ketangan pembeli barang yang dapat dimanfaatkan oleh si pembeli didasarkan 
atas saling rela.Jual beli sendiri ada dua macam yaitu jual beli secara tunai dan 
jual beli secara tidak tunai yang biasa disebut kredit. 
 Jual beli secara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap 
suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-
angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah 
pihak (pembeli dan penjual).
6
 
 Jual beli secara kredit yang lazim dilakukan oleh masyarakat dewasa ini 
salah satunya adalah jual beli emas secara tidak tunai pada pegadaian 
syariah.Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang 
menjalankan transaksi maupun akad-akad pada produk yang dikeluarkannya 
menurut syariat Islam.Dalam hal ini pegadaian syariah berarti menjalankan 
kegiatan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat melalui 
ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. 
 Dasar hukum mengenai kebolehan melakukan transaksi jual beli emas 
secara tidak tunai memang tidak ditunjuk secara khusus di dalam Al-
Qur‟an.Sebaliknya di dalam hadis Nabi, ditemukan beberapa hadis Nabi yang 
menjelaskan tentang jual beli emas tersebut.Akan tetapi, isi dari hadis-hadis 
tersebut mensyaratkan bahwa jual beli emas tersebut harus dilakukan secara tunai 
dalam artian proses serah terima antara penjual dan pembeli harus dilakukan pada 
saat itu juga. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi riwayat 
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Suhrawardi, Op.Cit.,h. 154. 
 Muslim, Tirmidzi, Nasa‟i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, dari Umar bin 
Khattab, Nabi SAW bersabda : 
 َْلا...َءاَىَوَءاَىَّلاِإ ًاِبر ِِقرَوْل ِاب ُبَى َّذٚ 
Artinya :“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara 
tunai”. 
Dalam hal ini tentu dibutuhkan suatu ijtihad dan pertimbangan-
pertimbangan yang matang dalam menentukan suatu hukum yang berbeda jalur 
dari apa yang telah ditetapkan dalam nash. 
 Menyikapi hal ini MUI, melalui fatwa yang dikeluarkan setelah 
mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat dan berpedoman kepada Al-
Qur‟an, hadis, kaidah fiqh dan ushul fiqh, serta setelah memperhatikan pendapat 
para Ulama akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang dalam fatwa 
tersebut diberikan keterangan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik 
melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) 
selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). 
 Dalam fatwa tersebut juga diberikan batasan dan ketentuan mengenai 
kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yaitu: 
1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian 
meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo; 
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Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, h. 335, terj. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
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 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan 
(rahn); 
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak 
boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan 
perpindahan kepemilikan. 
Mengenai Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli 
Emas Secara Tidak Tunai tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti 
permasalahan di atas dengan judul “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 
77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Kasus 
Pada PT Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung)”. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 
yang akan diangkat adalah sebagai berikut :Apakah Implementasi Jual Beli Emas 
Secara Tidak Tunai Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar 
Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 
:untuk mengetahuiapakah implementasi jual beli emas secara tidak tunai pada PT 
Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. 
 2. Kegunaan 
 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 
dan pengetahuan pada masyarakat pembaca khususnya tentang implementasi jual 
beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar 
Lampung. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mengambil 
lokasi penelitian di PT Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar 
Lampung.Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analistis yakni 
menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya 
pada waktu penelitian dilakukan, kemudian di analisa secara mendalam. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer 
dan data sekunder. 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau 
obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti atau 
data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti 
dari sumbernya (subyek peneliti).
8
 Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak PT Pegadaian 
Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung yang memahami langsung 
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 tentang mekanisme jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian 
Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan 
telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut 
untuk kepentingan penelitiannya.
9
 Dalam penelitian ini adalah berupa 
dokumen-dokumen, literatur, serta informasi lain yang tertulis dan 
berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai. 
3.Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Interview (wawancara), merupakan proses memperoleh penjelasan untuk 
mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa 
dengan cara tatap muka secara langsung ataupun tanpa tatap muka yaitu 
melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang 
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.
10
 Dalam hal ini 
penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara 
bertanya secara langsung kepada pihak PT Pegadaian Syariah UPSWay 
Halim Bandar Lampung untuk mendapatkan informasi atau keterangan 
dan data; 
b. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang tidak langsung 
ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang 
dapat digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen 
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 rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.
11
 
Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang mekanisme produk 
jual beli emas secara tidak tunai di PT Pegadaian Syariah UPSWay Halim 
Bandar Lampung. 
4.Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara:
12
 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, 
sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah; 
b. Rekonstruksi Data (Reconstructing) 
Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga 
mudah dipahami dan diinterprestasikan; 
c. Sistematisasi Data (Systematizing) 
Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 
berdasarkan urutan masalah. 
5. Analisa Data 
 Dalam penelilitan ini analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif yaitu 
dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 
sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. 
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara 
deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada 
secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah jual beli emas 
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 secara tidak tunai menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada PT 
Pegadaian Syariah UPSWay Halim Bandar Lampung, kemudian penjelasan 
tersebut disampaikan secara deduktif dan induktif yaitu menarik suatu kesimpulan 
dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil 



















 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli 
Secara etimologi, jual beli berarti al-mubadalah (saling tukar-
menukar/barter).
13
Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk 




Menurut istilah (teminologi), terdapat beberapa pendapat:
15
 
a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah 
 ٍصْوُصَْمَ ٍوْجَو ىَلَع ٍلَابِ ٍلاَم ُةَل َد اَبُم 
“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara 
khusus (yang dibolehkan). 
b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah 
اًكْيِْلَتَ ٍلَابِ ٍلَمُةَل َباَقُم 
“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”. 
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 c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah 
اًكَُّلَتََواًكْيِْلَتَ ِلاَمْلِاب ِلاَمْلاُةَلَداَبُم 
“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan 
milik”. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli 
adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan 
jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan 
sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟ (hukum Islam). 
Mengenai dasar hukum jual beli adalah jaiz atau mubah (boleh).Hal ini 
berdasarkan kepada dalil Al-Qur‟an, Hadist, dan Ijma. Adapun dalil dalam 
Alquran terdapat dalam: 
a. QS. Al-baqarah, ayat 275 
         
Artinya :“… Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba”16 
b. QS. Al-Baqarah, ayat 282 
                    
                
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                         
 
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan 
utang-piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 
menuliskannya dengan benar.Janganlah penulis menolak untuk 
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya maka 
hendaklah dia menuliskan.Dan hendaklah orang yang berutang itu 
mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan 
janganlah dia mengurangi daripadanya sedikitpun”17 
 
c. QS. An-Nisa‟ ayat 29 
                  
                    
  
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha 
Penyayang kepadamu.”18 
Adapun dasar hukum jual beli dalam hadis adalah sebagai berikut: 
a. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rif‟ah bin Rafi‟ al-Bazar dan 
Hakim: 
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  ِوَّللا ُلوُسَر َلِعُس-  ملسو ويلع وَّللا ىلص– َأ َّرلا ُلَمَع : َلاَق ُلَضَْفأ ْوَأ ِبْسَكْلا ُّى ِهِدَِيب ِلُج
.ٍروُر ْ بَم ٍعْي َب ُّلَُكو
ٜٔ 
Artinya :“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat 
mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: 
pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap 
jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan). 
 
b. Rasulullah Saw. bersabda 
.ضارت نع عيبلا انمإ : ملسو ويلَع وّللا ىلص وّللا لوسر لاقٕٓ 
Artinya :“Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus 
atas dasar saling merelakan”. 
c. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari 
Hasan dari Abi Sa‟id: 
 ِنَسَْلْا ِنَعَةَزَْحَ ِبَِأ ْنَع َناَيْفُس ْنَع  ِّبَِّنلا ِنَعٍدْيِعَس ِبَِأ ْنَع–  ملسو ويلع وَّللا ىلص–  َلاَق
 َينِّيِبَّنلا َعَم ُينِمَلأا ُقوُدَّصلا ُرِجاَّتلا : .ِءاَدَه ُّشلاَو َينِقي ِّدِّصلاَؤٕ 
Artinya :“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa‟id dan 
Nabi Saw. bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejatinya 
(tempatnya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin, dan syuhada”. 
Sementara legitmasi dari ijma‟ adalah ijma‟ ulama dari berbagai kalangan 
mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual 
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 beli sebagai mu‟amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam 
datang memberi legitmasi dan memberi batasan atau aturan agar dalam 





2. Syarat dan Rukun Jual Beli 
Oleh karena, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang 
mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari  pihak 
penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini 
haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. 
a. Rukun Jual Beli23 
1) Penjual dan pembeli, baik penjual dan pembeli mempunyai syarat-
syarat. Syarat-syaratnya adalah: 
a) Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila termasuk tidak sah 
jual belinya; 
b) Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka); 
c) Tidak mubazir; 
d) Baligh. 
2) Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu: 
a) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang 
untuk dibelikan; 
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 b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada 
manfaatnya; 
c) Barang itu dapat diserahkan; 
d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang 
diwakilinya, atau yang mengusahakan. 
3) Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak 
pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli 
menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah 
terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. 
 
b. Syarat Sahnya Jual Beli24 
1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik 
bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal 
maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana 
firman Allah: 
        .... 
Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang 
yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam 
kekuasaan) kamu”25 
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 b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa 
dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak 
melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga 
pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual belikarena 
kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan 
bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Hal ini 
sebagaimana firman Allah: 
                 
           
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 
sama suka di antara kamu”26 
c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang 
mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang 
yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum 
dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia 
tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun 
hukum tersebut menyangkut kepentingan semata; 
d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh 
(dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah 
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 datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena yaitu 
transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah 
namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan 
mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum 
mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), 
menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk 
melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang 
kecil dan tidak bernilai tinggi. 
2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya 
transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang 
diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan 
sebagai barang atau benda najis atau yang diharamkan. Hal ini 
sebagaimana sabda Nabi SAW : 
 َعْي َب َمَّرَح ُوَلْوُسَرَو َوَّللا َّنِا : َلاَق .م.ص ِوَّللا َلْوُسَر ََّنا ُوْنَع ُوَّللا َيِضَررِباَج ْنَع
 ْيَمْلاَوِرْمَْلْا)ملسمو ىراخبلا هاور( ماَنْصَلاْاَوِرِْيزِْنْلْاَو ِةَت
ٕٚ 
Artinya : “Dari Jabir RA Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya 
Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, 
dan berhala”. 
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 b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya 
barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena 
pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli 
adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, 
misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya; 
c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang 
melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan 
perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang 
tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut; 
d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, 
maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan 
dapat diserahkan di antara kedua belah pihak (penjual dan 
pembeli). 
e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya 
bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan 
dapatdiketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukuran-
ukuran lainnya; 
f) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh 
dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda yang diperjual 
belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal lain. 
3) Lafaz (ijab kabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan 
kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran 
 kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab kabul 
ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain: 
a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, 
maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual 
menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya; 
b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul; 
c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul; 
d) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan 
ijab dan kabul harus jelas, lengkap, dan pasti, serta tidak 
menimbulkan pemahaman lain; 
e) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. 
 
3.Macam-Macam Jual Beli 
Berkenaan dengan hal ini, Wahbah al-Juhaili
28
 membagi : 
a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), 
antara lain : 
1) Jual beli orang gila 
Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, 
begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak 
sah, sebab ia dipandang tidak berakal. 
2) Jual beli anak kecil 
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 Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum 
mummazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang 
ringan. 
3) Jual beli orang buta 
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta 
tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap 
tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan 
menurut ulama Syafi‟iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap 
dipandang tidak sah. 
4) Jual beli Fudhul 
Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu 
menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, 
sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). 
5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros) 
Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang 
terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang tidak 
sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya 
dipandang tidak dapat dipegang. 
6) Jual beli Malja‟ 
Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. 
Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena 
dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya. 




1) Jual beli Gharar 
Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang 
demikian tidak sah. 
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 
Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, 
seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang 
tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang 
pasti. 
3) Jual beli Majhul 
Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong 
yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, 
dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah 
karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia. 
4) Jual beli sperma binatang 
Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti 
mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat 
keturunan yang baik adalah haram. 
5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur‟an) 
Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya 
oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram. 
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 6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya 
Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada 
dan belum tampak jelas. 
7) Jual beli Muzabanah 
Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya 
jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan 
ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh 
karena itu jual beli seperti ini dilarang. 
8) Jual beli Muhaqallah 
Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau kebun atau 
di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung 
unsur riba di dalamnya (untung-untungan). 
9) Jual beli Mukhadharah 
Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, 
misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil 
(kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, 
sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja 
buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh 
pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak. 
10) Jual beli Mulammasah 
Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang 
menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka 
berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang 
 oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan 
kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 
11) Jual beli Munabadzah 
Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : 
lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula 
kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, 
maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, 
karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak. 
c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (Ijab Kabul)30 
1) Jual beli Mu‟athah 
Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) 
berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab 
kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi 
syarat dan rukun jual beli. 
2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul 
Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari 
pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak 
sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau 
menurunkan kualitas barang. 
3) Jual beli Munjiz 
Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau 
ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini 
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 dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan 
rukun jual beli. 
4) Jual beli Najasyi 
Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi 
harga temannya, denga maksud mempengaruhi orang agar orang itu 
mau membeli barang kawaannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak 
sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak 
sendiri). 
5) Menjual di atas penjualan orang lain 
Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara 
menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. 
Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang itu kepada 
penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan arga yang lebih 
murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat 
menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual 
(pedagang). 
6) Jual beli di bawah harga pasar 
Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui 
orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga 
semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan 
harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik 
(dilarang), karen dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau 
orang-orang desa. 
 7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 
Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku 
akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga 
dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat 
dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual). 
 
4.Khiar dalam Jual Beli 
Khiar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk 
meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya. Oleh karena itu 
dalam jual beli dibolehkan memilih apakan akan diteruskan atau dibatalkan 
(dihentikan). Dilihat dari sebab terjadinya oleh suatu hal, khiar dapat dibagi 
menjadi tiga, yaitu : 
a. Khiar Majelis 
Yaitu khiar jual beli dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) 
bebas memilih, baik untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama 
keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. 
b. Khiar Syarat 
Yaitu khiar jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian (syarat) tertentu. 
Contoh seseorang berkata : saya jual mobil ini dengan harga Rp 
30.000.000,- dengan syarat khiyar selama tiga hari. Dengan demikian, 
apabila sudah lewat dari tiga hari tiga malam, berarti khiyar syarat tidak 
berlaku (batal). 
c. Khiar Aib 
 Yaitu khiar jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang 
untuk membatalkan akad jual-beli dikarenakan terdapat cacat pada barang 
yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar atau 
sesudahnya yang sebelmnya tidak diketahui oleh pembeli. Contohnya 
seseorang membeli baju, setelah dicoba ternyata ada yang robek, maka 
baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual. Dalam mengembalikan 
barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera dan jangan 
dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang yang 
dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka khiar aib tidak 
berlaku (batal). 
 
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 




a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan 
jalan suka sama suka; 
b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang 
diperoleh dengan cara batil; 
c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal; 
d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat); 
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 e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa 
karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap 
anugerah Allah SWT; 
f. Dapat menciptakan hubungan silaturahim dan persaudaraan antara penjual 
dan pembeli. 
 
B. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli EmasSecara 
Tidak Tunai 
 
1. Latar Belakang 
Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada 
saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak 
tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh. 
Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media 
investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran.Padahal, di dalam 
Islam emas dikategorikan sebagai barang ribawi di mana penjualannya harus 
dilakukan secara tunai. 
Dalam menanggapi masalah ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan 
umat Islam. Sebagian Ulama ada yang membolehkan dan sebagian Ulama lain 
tidak membolehkannya. Masing-masing Ulama memiliki alasan tersendiri dalam 
mengeluarkan pendapatnya.Sehingga, berangkat dari fenomena inilah diperlukan 
adanya fatwa yang bisa dijadikan pedoman sekaligus kejelasan mengenai masalah 
jual beli emas secara tidak tunai tersebut. 
Di dalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas 
Secara Tidak Tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik 
 melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja‟iz) 
selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan 
tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah 
selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh 
tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan 
(rahn), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan 




2. Dasar Hukum 
 Penetapan fatwa ini sendiri didasarkan dari beberapa pertimbangan, di 
antaranya: 
a. Dalil Al-Qur‟an 
QS. Al-Baqarah, ayat 275 
         
“… Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.33 
b. Hadis Nabi Saw. antara lain: 
1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Bayhaqiy dari Abu Sa‟id al-
Khudriy: 
 ْنَأ ةج ام نبا هاور( ,ٍضاَر َت ْنَع ُعْي َبْلا َا َّنمِإ : َلَق َمَّلَسَو ِوِلآَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلْوُسَر
)نابح نبا وححصو يقهيبلا وٖٗ 
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 “Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 
dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)”. (HR. 
Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 
2) Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, dan 
Ibn Majah, dengan teks Muslim dari „Ubadah bin ash-Shamit, Nabi 
Saw. bersabda: 
اَو ِبَى َّذلِاب ُبَى َّذلالاَو ِْيِْع َّشلِاب ُر ْ يِع َّشلاَو ِّر ُبْلِاب ُّر ُبْلاَو ِةَّضِفْلِاب ُةَّضِفْل ُحْلِمْلاَو ِرْمَّتلِاب ُرْمَّت
 َفْيَك اْوُع ْ يِبَف ُفاَنْصَلأْا ِهِذَى ْتَفَل َتْخا اَذٍإَف ,ٍدَِيب اًدَي ,ٍءاَوَسِب ًءاَوَس ,ٍلِْثبِ ًلاْثِم ِحْلِمْلِاب
اًدَي َناَكاَذِإ ْمُتْعِش .ٍدَِيبٖ٘ 
“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, sya‟ir dengan sya‟ir, kurma dengan kurma, dan garam 
dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara 
tunai.Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan 
secara tunai”. 
 
3) Hadis Nabi riwayat Muslim, at-Tirmidziy, an-Nasaiy, Abu Dawud, 
Ibnu Majah, dan Ahmad, dari „Umar bin al-Khattab, Nabi Saw 
bersabda: 
... َءاَىَو َءاَى َّلاِإ ًاِبر ِِقرَوْلِاب ُبَى َّذَلاٖٙ 
“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) 
secara tunai…” 
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 4) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa‟id al-Khudri, Nabi Saw. 
bersabda: 
 َلا َِقرَوْلا اوُع ْ يَِبتَلاَو ,ٍضْع َب ىَلَع اَهَضْع َب اْو ُّفِشُتَلاَو ٍلِْثبِ ًلاْثِم َّلاِإ ِبَى َّذلِاب َبَى َّذلا اوُع ْ يَِبت
 ْثِم َّلاِإ ِِقرَوْلِاب َلاَو ,ٍضْع َب ىَلَع اَهَضْع َب او ُّفِشُت َلاَو ٍلِْثبًِلا.ٍزِج اَِنب اًِبئ اَغ اَه ْ نِم اوُع ْ يَِبت
ٖٚ 
“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) 
dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; 
janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan 
janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan 
janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan 
yang tunai”. 
 
5) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara‟ bin „Azib dan Zaid bin Arqam: 
.اًن ْيَد ِبَى َّذلِاب ِِقرَوْلا ِعْي َب ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر ىَه َنٖٛ 
“Rasulullah Saw. melarang menjual perak dengan emas secara 
piutang (tidak tunai)”. 
6) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari „Amr bin „Auf al-Muzani, Nabi Saw. 
bersabda: 
 ىَلَع َنوُمِلْسُمْلَو اًمَرَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح اًحْلُص َّلاِإ َْينِمِلْسُمْلا َْين َب ٌِزئاَج ُحْلُّصَلا
 ُرُش.اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح ًاطْرَش َّلاِإ ْمِهِطو
ٖٜ 
“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum 
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-
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 syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram”. 
 
c. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih, antara lain: 
1) Kaidah Ushul 
.اًمَدَعَو اًدْوُجُو ِوِتَّلِع َعَم ُرْوُدَي ُمْكُْلَْا 
“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya „illat”.40 
2) Kaidah Fikih 
.ٌةَم َّكَُمَ ُةَداَعْلا 
“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum”.41 
3) Kaidah Fikih 
  ْتََلطَب اَذإ اَهَعَم ُُلطْب َتَو ,ْتَراَد اَمَف ْ يَك اَهَعَم ُرْوُُدت ِِدئاَوَعْلا ىَلَع َةَبِّ تَر َتُمْلا َماَكْح َلأْا َّنَأ
 اَك.ِتَلاَماَعُمْلا فِ ِدْوُق ُّ نل 
“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama 
adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu 
batal, seperti mata uang dalam muamalat”.42 
4) Kaidah Fikih 
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  َّذلا ْنِم ُّلُك : ٌةَدِعَاق : َِةيِْخ َكِْلت ِلاَوَزَدْنِع ُُلطْب َب ٍةَداَع ْوَأ ٍفْرُع ىَلَع ٍبَّتَرُم ٍمْكُح
.ُمْكُْلْا َرَّ يَغ َت اَذِإَف ,ِةَداَعْلا 
“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang 
didasarkan pada suatu „urf (tradisi) atau adat (kebiasaan 
masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. 
Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah”.43 
5) Kaidah Fikih 
.اَهِْيْرَْتَ ىَلَع ٌلِْيلَد َّلُدَي ْنَأ َّلاِإ ُةَحَابِلأْا ِتَلاَماَعُمْلا ْفِ ُلْصَلأا 
“Pada dasarnya, segala bentuk mua‟amalat boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya”.44 
 
3. Pendapat Para Ulama 
Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli emas 
secara tidak tunai dalam hal ini ada beberapa pendapat, antara lain : 
a. Syaikh „Ali Jumu‟ah 
Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk 
dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi 
diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah 
menjadi barang (sil‟ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan 
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 dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat 
gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai 
dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu 
Sa‟id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian 
menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan 
janganlah menjual emas yang gha‟ib (tidak diserahkan saat itu) dengan 
emas yang tunai.” (HR. al-Bukhari).Hadis ini mengandung „illat bahwa 
emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di 
masyarakat.Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum 
tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan „illatnya, baik 
ada maupun tiada.Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara‟ untuk 




b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily 
Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran 
angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan 
tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.
46
 
c. Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani‟ 
Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih 
dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa 
nashsudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam 
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 mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di 
majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan  saling serah terima di majelis 
akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian 
yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi 
perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai 
tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam 
mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang 
sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, 
sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.
47
 
d. Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Bai‟ al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-
Taqsith: 
Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan 
uang kertas secara angsuran:  
Pendapat Pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan 
argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam 
pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman 
(harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali 
secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis „Ubadah bin al- Shamit bahwa 
Nabi s.a.w. bersabda, „Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka 
jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.‟ (HR. 
Muslim 1587). 
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 Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini 
didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol 
adalah Syeikh Abdurahman As-Sa‟di. Meskipun mereka berbeda dalam 
memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja 
argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang 
dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim 
mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, 
dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah 
menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat: “Boleh melakukan jual beli 
perhiasan dari emas dan perak  dengan jenisnya tanpa syarat harus sama 
kadarnya (tamatsul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas 
jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai 
maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak 
dimaksudkan sebagai harga (uang).”48 
Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) 
yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang 
diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan 
merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas 
perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku 
pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga 
(uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) 
antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis 
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 yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, 
perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak 
lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh 
karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas 
dengan jenis yang sama...” 
e. Syaikh „Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai‟ al- Dzahab bi al-
Taqsith: 
Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat 
sebagai berikut: 
1) Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab 
Hanafi,Maliki, Syafi'i, dan Hambali; 
2) Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama 
kontemporer yang sependapat.   
Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-
hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau 
menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara 
tunai.”  
Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat 
pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran 
maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. 
Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil 
sebagai berikut:  
 1) Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli 
seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat 
pembayaran, uang); 
2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. 
Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara anggsuran, maka 
rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami 
kesulitan; 
3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah 
menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman 
(harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi 
riba(dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga 
(uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual 
beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan 
dari jenis yang sama; 
4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka 
tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami 
kesulitan yang tidak terkira; 
Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam 
pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual 
beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga 
(uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan 
kesulitan mereka. 
 f. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 
Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut: 
1) Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan 
emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, 
mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara  tunai; 
dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa 
pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas 
dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal ribawiyah 
(barang ribawi). 
2) Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam 
transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan 
ahkam mu`allalah (hukum yang memiliki „illat); dan „illat-nya adalah 
tsamaniyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud 
hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, 
uang). 
3) Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsamanatau nuqud 
(jamak dari naqd)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai 
berikut: 
“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran 
dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti 
apa pun media tersebut”.49 
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 “Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, 
baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan 
lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”50 
4) Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik 
emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus 
sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang 
(alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad 
Rawas Qal‟ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan 
pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan 
sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat). 
5) Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak 
sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil‟ah). 
Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan 
bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, 
misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut 
berstatus sama dengan barang (sil‟ah). 
6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah 
ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian 
mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum 
dalam pertukaranemas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi 
sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam 
pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini. 
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 7) Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 






















 BAB III 
LAPORAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar 
Lampung 
1. Sejarah Berdirinya 
 Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang 
bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka 
jasa.Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak 
yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. 
Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh 
seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang 
mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan 
kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah 
diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat 
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 
 Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di 
Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan 
lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke 
masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. 
 Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) 
mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit 
 dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 
20 Agustus 1746. 
 Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda 
(1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat 
diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari 
Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun metode tersebut 
berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat 
yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris).Oleh 
karena itu metode “liecentie stelsel” diganti menjadi “pacth stelsel” yaitu 
pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang 
tinggi kepada pemerintah daerah. 
 Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan 
menimbulkan dampak yang sama.Pemegang hak ternyata banyak melakukan 
penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia 
Belanda menerapkan apa yang disebut dengan “cultuur stelsel” di mana dalam 
kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan 
pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan 
dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan StaatsbladNo. 131 tanggal 12 
Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli 
pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di 
Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari 
ulang tahun pegadaian. 
  Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian 
yang teletak di jalan Kramat Raya 162 Jakarta, dijadikan tempat tawanan perang 
dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. 
Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari 
sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian 
dalam bahasa Jepang disebut “Sitji Eigeikyuku”, Pimpinan Jawatan Pegadaian 
dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang 
pribumi yang bernama M. Saubari. 
 Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan 
Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang 
kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian 
dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian 
kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik 
Indonesia. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu 
sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan 
selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1990 (yang diperbaharui 
dengan Peraturan Pemerintah No. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan 
Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi 
yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 51/2011 yang ditandatangai pada 13 Desember 2011.Namun, 
 perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat 
berwenang yaitu pada 1 April 2012.
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 Dalam perkembangannya PT Pegadaian (Persero) telah meluncurkan suatu 
sistem baru yang disebut dengan Pegadaian Syariah.Syariah disini dapat dipahami 
bahwa sistem yang dimaksud adalah suatu sistem yang berdasarkan Syariah Islam 
atau Hukum Islam.Penggunaan sistem syariah merupakan salah satu upaya untuk 
mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasiskan Islam. 
 Dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 dan penyempurnaannya menjadi 
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang di dalamnya 
mengatur tentang Perbankan Syariah memberi peluang berdirinya lembaga 
keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan 
sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islami seperti 
Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi 
Takaful serta Reksadana Syariah. 
 Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup 
lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam 
yang mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam 
yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaatnyata dari lembaga 
tersebut. 
 Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah, merupakan 
peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem 
konvensional, yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga 
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Sejarah Pegadaian Konvensional, (On-Line), tersedia di 
:https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadian_(perusahaan) diakses 06 April 2018. 
 keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke negeri 
Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya lembaga gadai syariah di 
Indonesia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah Ar Rahnu, beropasi sudah 
lama dan milik pemerintah. 
 Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang 
dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini 
didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum 
Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani 
nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah pegadaian yang ingin 
memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian 
musyarakah ini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah, 
karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus 
diperoleh dengan prinsip syariah pula.Sedangkan Perum Pegadaian yang 
menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan 
pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai. 
 Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat 
Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian, perjanjian kerjasama ini disepakati 
pada tanggal 20 Desember 2002, dengan Nomor 446/SP300.233/2002 dan 
015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-back-up dana juga 
memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai 
dengan prinsip syariah atau tidak.
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Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 85. 
  Keberadaan Pegadaian Syariah berasal dari kerja sama dengan Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei tahun 2002 ditanda tangani kerjasama 
antara keduanya dan Pegadaian menjalankan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip 
syariah dan BMI sebagai penyandang dana. PT Pegadian Syariah UPS Way Halim 
Bandar Lampung didirikan pada tanggal 1 Juli 2009 dengan pertimbangan 
tertentu.PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Way Halim Bandar 
Lampung didirikan dalam rangka membantu pelayanan transaksi syariah yang ada 
di kantor pegadaian pusat, dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, 
baik nasabah muslim maupun non muslim yang menginginkan transksi 
pembiayaan yang aman, cepat, dan tanpa riba. 
 PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa pembiayaan yang 
berbasis syariah dikarenakan dinamika didalam masyarakat terkait riba dalam 
sistem gadai konvensional. Didirikannya PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim 
Bandar Lampung beralamat di Jalan Gunung Rajabasa Raya Blok T 15 Perumnas 




2. Visi dan Misi 
 PT Pegadaian (Persero), salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen 
Keuangan RI, mempunyai visi perusahaan yaitu: 
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Didiek Permadi, wawancara dengan penulis, PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim 
Bandar Lampung, 4 April 2018. 
  Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi 
market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk 
masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi perusahaan yaitu:
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a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu 
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; 
b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 
kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan 
diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat; 
c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka 
optimalisasi sumber daya perusahaan. 
 
3. Struktur Organisasi 
 Struktur organisasi untuk pengelolaan usaha syariah terdiri dari beberapa 
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Visi dan Misi Pegadaian, (On-Line), tersedia di :http://www.pegadaian.co.id/ diakses 6 
April 2018. 
 Gambar 1.1 
Struktur Organisasi Tingkat Pusat dan Tingkat Wilayah 










Uraian struktur organisasi diatas sebagai berikut: 
a. Tingkat Pusat Stuktur organisasi tingkat pusat ini dipimpin oleh dewan 
direksi, tugas dewan direksi antara lain sebagai berikut: 
1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 
perusahaan; 
2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari general manager; 
3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan; 
4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham (kemen BUMN) atas 
kinerja perusahaan. 
Selain itu direksi PT Pegadaian membawahi langsung terhadap divisi 
usaha konvensional dan divisi usaha syariah. Terhadap kegiatan usaha yang 
berbasis syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas: 
Dewan Pengawas Syariah 
Divisi Konvensional Divisi Syariah 
Kanwil 
Deputy Wilayah 
Cabang Konvensional Cabang Syariah 
 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit 
usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan aspek syariah; 
2) Sebagai mediator antara Unit Usaha Syariah dan DSN dalam 
mengkomunikasi usul dan saran untuk pengembangan produk dan jasa 
dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN; 
3) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan 
syariah yang berada dalam pengawasannya; 
4) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah 
kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; 
5) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan 
syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali 
dalam satu tahun anggaran; 
6) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan 
pembahasan DSN. 
b. Organisasi Tingkat Wilayah terdiri atas: 
1) Kantor Wilayah; 
2) Deputy Wilayah; 





 Gambar 1.2 
Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung 









Tugas dan Tanggung Jawab 
a. Pimpinan Cabang 
Fungsi Pimpinan Cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, 
menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi, 
dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang serta Unit 
Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, 
pemimpin cabang mempunyai tugas: 
1) Menyusun rencana kerja Berta anggaran Kantor Cabang dan UPC 
berdasarkan acuan yang telah ditetapkan; 
2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan 
mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain; 
3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan operasional UPC; 
Manajer Operasional 
Fungisional I Fungisional II 
Penaksir Kasir Administrasi Pemegang Gudang Security 
 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah; 
5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan pengelolaan modal kerja; 
6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan 
kegiatan operasional kantor cabang; 
7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta 
kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC; 
8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen; 
9) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar 
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan. 
b. Manajer Operasional 
Fungsi Manajer Operasional adalah merencanakan, mengkoordinasikan, 
melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan 
kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, 
keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan 
usaha lain pada kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, 
Manajer Operasional mempunyai tugas: 
1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, danmengawasi 
kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain; 
 2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, 
dan barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet 
sertaasuransi kredit; 
3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap 
barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala 
dan terprogram; 
4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, 
keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan 
kegiatan operasional kantor cabang; 
5) Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerimaan dan 
pembayaran serta pengelolaan modal kerja; 
6) Membina bawahan dalam rangka pembinaan pegawai. 
c. Penaksir 
Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan 
untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman 
yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi 
tersebut, penaksir mempunyai tugas: 
1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui 
mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka 
menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman; 
 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, 
untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar 
barang yang akan dilelang; 
3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan 
agar tarjamin keamanannya. 
d. Administrasi 
Fungsi administrasi sebagai pendukung tugas penaksir dalam hal 
penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas 
administrasi keuangan di Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelaksana 
Cabang Syariah, sesuai dengan kewenangannya. Administrasi mempunyai 
tugas : 
1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang; 
3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor 
Cabang Syariah dan Unit Pelaksana Syariah. 
e. Pemegang Gudang 
Fungsi Pemegang Gudang adalah Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, 
pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain 
barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka 
 ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk 
menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemegang Gudang mempunyai tugas : 
1) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang 
penyimpanan barang jaminan selain barang kantong; 
2) Menerima barang. jaminan selain barang kantong dari manajer atau 
pemimpin cabang; 
3) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan 
bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, 
dan mengatur penyimpanannya; 
4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang 
jaminan baik dan aman; 
5) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk 
keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain; 
6) Melakukan pencatatan dan pengadminisamian mutasi 
(penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung 
jawabnya; 
7) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung 
jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang 
dapat dipertanggung jawabkan. 
f. Kasir 
Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan 
pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
 pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk 
menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas: 
1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang; 
3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
4) Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor 
cabang dan UPC; 
g. Security (Keamanan) 
Tugasnya :Mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan 
kantor dan sekitarnya selama 24 jam non stop. 
 
Gambar 1.3 






Tugas dan Tanggung Jawab 
a. Pengelola UPCS 
Fungsi Pengelola UPCS adalah Mengkoordinasikan, melaksanakan dan 
mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, 
Security 
 keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan 
UPCS. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola UPCS 
mempunyai tugas: 
1) Mengkoordinasikan,melaksanakan, dan mengawasi kegiatan 
operasional UPCS; 
2) Menangani barang jaminan bermasalah danbarang jaminan lewat jatuh 
tempo; 
3) Melakukan pengawasan secara uji petikdan terprogram terhadap 
barang jaminan yang masuk; 
4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, 
keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan 
serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang 
(UPC); 
5) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui 
mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan 
golongan taksiran dan uang jaminan; 
6) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan 
agar terjamin keamanannya. 
b. Kasir 
Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan 
pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk 
menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas: 
 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang; 
3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
4) Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor 
cabang dan UPC; 
c. Security 
Tugasnya :Mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan 




4. Produk dan Jasa 
 Pegadaian Syariah UPS Way Halim dalam menunjang usahanya memiliki 
produk dan jasa sebagai berikut: 
a. Produk 
1) Ar-Rum (Kredit Ar-Rahn untuk Usaha Mikro)/Ar-Rum BPKB 
Pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan 
pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh rahin. 
Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada 
masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan 
tidak bergerak yang akan digadaikan. 
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Dokumentasi, Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung, 6 April 2018. 
 Ar-Rum adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha 
Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system 
pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB 
motor/mobil.Dalam produk Ar-Rum ini pegadaian syariah berpegangan 
kepada dasar hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah, ayat 283 : 
                 
Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak 
tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah 




a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan 
sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014; 
b) Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet Pegadaian 
Syariah; 
c) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet Pegadaian 
Syariah; 
d) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 
36 bulan serta dapat dilunasi sewaktu-waktu; 
e) Pegadaian Syariah mengenakan biaya pemeliharaan (mu‟nah) 
yang menarik dan kompetitif; 
f) Prosedur pelayanan sederhana, cepat, dan mudah; 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 
2013), h. 61. 
 g) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan tetap dapat 
digunakan nasabah; 
h) Marhun Bih (uang pinjaman) sampai dengan 200 juta. 
Persyaratan : 
a) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah 
berjalan 1 (satu) tahun; 
b) Fotocopy KTP dan kartu keluarga; 
c) Menyerahkan dokumen yang diperlukan : 
a) Surat keterangan usaha; 
b) BPKB Asli; 
c) Fotocopy STNK dan faktur pembelian. 
2) Ar-Rum Haji (Gadai Emas untuk ke Tanah Suci) 
Ar-Rum Haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang 
memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan 
jaminan emas.Ar-Rum Haji adalah gadai emas setara 15 gram (logam 
mulia) untuk mendapatkan porsi haji (setoran awal biaya 
penyelenggaraan ibadah haji).Dalam produk Ar-Rum Haji ini 
pegadaian syariah berpegangan kepada dasar hukum yang terdapat 
dalam QS. Ali Imran, ayat 97 : 
                  
     
Artinya :“Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah 
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang 
 mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari 
(kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.57 
 
Syarat-syarat memperoleh Pinjaman Ar-Rum Haji : 
a) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport dan menunjukkan 
aslinya; 
b) Minimal usia 12 tahun, maksimun usia saat jatuh tempo pinjaman 
adalah 65 tahun; 
c) Ar-Rum Haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan 
ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi 
ketentuan Kementiran Agama. 
Tabel1.1 (Tabel Angsuran) 
Simulasi Angsuran* 
(Angsuran Pokok + Mu‟nah) 
Biaya Kafalah (asuransi) dan 
Administrasi (Terdii dari Adm & 
setoran awal Tabungan Haji) 
Jangka Waktu Angsuran Jangka Waktu Biaya Awal 
12 Bulan Rp 2.336.200,- 12 Bulan Rp 345.000,- 
24 Bulan Rp 1.294.500,- 24 Bulan Rp 382.500,- 
36 Bulan Rp 947.300,- 36 Bulan Rp 445.000,- 
48 Bulan Rp 773.700,- 48 Bulan Rp 535.000,- 
60 Bulan Rp 669.500,- 60 Bulan Rp 682.000,- 
*) Terdapat biaya awal pembukaan rekening Tabungan Haji. 
3) Ar-Rum Emas (Gadai Emas Pembiayaan Berkala) 
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 Ar-Rum Emas merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah 
untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan. 
Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai 
syariah.Dalam produk Ar-Rum ini pegadaian syariah berpegangan 
kepada dasar hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah, ayat 283 : 
                 
Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak 
tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.58 
Keunggulan : 
a) Proses transaksi berprinsip syariah sesuai Fatwa 92/DSN-
MUI/IV/2014; 
b) Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 
bulan; 
c) Pinjaman mulai Rp 1 juta sampai Rp 500 juta; 
d) Proses cepat tanpa survey; 
e) Perlindungan atas risiko kehilangan/kerusakan barang; 
f) Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan (Mu‟nah) yang 
kompetitif yang dihitung dari nilai barang. 
Persyaratan : 
a) Copy KTP/SIM/Passport; 
b) Menyerahkan jaminan berupa emas dan berlian. 
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 4) Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah) 
Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk 
karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi 
secara syariah, kendaraan dapat diangsur dengan prinsip syariah dan 
melalui proses pembiayaan yang mudah. 
Dalam produk Amanah ini pegadaian syariah berpegangan kepada 
dasar hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah, ayat 283 : 
                 
Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak 
tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.59 
Keunggulan : 
a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan 
sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014; 
b) Pelayanan di lebih dari 4000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia; 
c) Uang muka terjangkau; 
d) Biaya (mu‟nah) yang kompetitif terhadap taksiran. 
Persyaratan untuk karyawan tetap : 
a) Masa kerja minimal 2 tahun; 
b) Usia 21 tahun s/d masa kerja 1 tahun sebelum pensiun; 
c) Usia saat jatuh tempo maksimal usia pensiun. 
Persyaratan untuk pengusaha mikro : 
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 a) Memiliki usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun; 
b) Usia maksimal 21 tahun; 
c) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun. 
5) MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi). 
Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan 
Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/ atau 
dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu 
tertentu dan fleksibel. Mulia merupakan produk syariah yang 
dilincurkan pada tahun 2008 dan pada tahun pertama peluncurannya, 
produk ini cukup mendapatkan respon yang baik dari pelanggan. 
Persyaratan : 
a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet 
Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang 
akan dibeli; 
b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola 
pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. 
b. Jasa 
1) Penaksir Nilai Barang 
Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini 
mempunyai peralatan taksir, serta petugas yang berpengalaman dan 
terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Pada 
dasarnya, barang yang akan ditaksir berupa barang bergerak dan tidak 
bergerak yang dapat digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, 
 gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa 
ongkos penaksiran; 
2) Penitipan Barang (Ijarah) 
Perusahaan ini mempunyai penitipan barang bergerak, yang cukup 
memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain 
digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Mengingat gudang 
dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, 
maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
memberikan jasa lain, berupa penitipan barang. Jasa 
titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan 
lain-lain agar lebih aman seperti ; barang/surat berharga (sertifikat 
motor, tanah, ijasah, dll) yang dititipkan di Pegadaian Syariah. Atas 
jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan 
dari pemilik barang berupa ongkos penitipan; 
3) Gold Counter (Galery 24) 
Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang 
terjamin kualitas dan keasliannya. Setiap perhiasan masyarakat yang 
dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat 
jaminan, untuk image dengan mencoba menangkap pelanggan kelas 
menengah ke atas. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa 
yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain; 
4) Multi Pembayaran Online (MPO) 
 Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai 
tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian 
tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO 
merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan 
kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di 
Bank. 
Keunggulan : 
a) Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia; 
b) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan 
kenyamanan dalam bertransaksi; 
c) Biaya administrasi Kompetitif; 
d) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat 
bersinergi dengan gadai emas; 
e) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil 
gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses 
dilakukan dalam satu loket layanan; 
f) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu 
tagihan; 
g) Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di 
Bank. 
Persyaratan : 
a) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia; 
 b) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan 





B. Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada PT Pegadaian Syariah 
UPS Way Halim Bandar Lampung 
 
Akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyabung atau 
menghubungkan (ar-rabt).
61
Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau 
perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang 
terbingkai dengan nilai-nilai syariah.Menurut penulis, akad adalah kerjasama yang 
dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang disepakati dengan melakukan perjanjian 
untuk melakukan sesuatu perbuatan maupun pekerjaan. 
Dalam pegadaian syariah, akad yang digunakan untuk melakukan transaksi 
jual beli emas secara kredit adalah dengan menggunakan akad murabahah dan 
akad rahn. 
Murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung 
yang diketahui. Dalam pengertian lain, murabahah adalah akad jual beli barang 
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 
oleh penjual dan pembeli.
62
 
Rahn atau gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan tersebut memiliki 
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 nilai ekonomis.Dengan demikan, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk 
dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.Gadai emas atau rahn 
emas menggunakan emas sebagai barang yang dijadikan jaminan utang.Gadai 
Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas 
harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (ar-raahin) kepada pemberi 
pinjaman (al-Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai 
jaminan (al- Marhun) atas peminjaman atau utang (al-Marhumbih) yang diberikan 
kepada nasabah atau peminjam tersebut.
63
 
Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli emas di Pegadaian Syariah 
UPSWay Halim adalah dengan menggunakan akad murabahah dan akad 
rahn.Tetapi akad tersebut bukan merupakan akad gabungan, melainkan akad yang 
terpisah atau berdiri sendiri-sendiri.Jadi dalam hal jual beli emas secara kredit 
pada pegadaian syariah tidak menggunakan adanya penggabungan akad. 
Dalam akad yang digunakan di pegadaian syariah, akad yang digunakan 
dalam jual beli emas secara tidak tunai awalnya adalah menggunakan akad 
murabahah atau jual beli, setelah melakukan transaksi jual beli, dikarenakan 
nasabah melakukan jual belinya secara tidak tunai atau angsuran maka nantinya 
akan berubah menjadi akad rahn karena ketika nasabah memberikan uang muka 
kepada pihak pegadaian syariah pada saat itulah terjadi akad murabahah atau jual 
beli, dan ketika nasabah membayar secara angsuran terjadi akad rahn karena emas 
yang diinginkan nasabah terlebih dahulu akan dibelikan oleh pihak pegadaian 
syariah dan ditahan oleh pihak pegadaian syariah, nantinya ketika sudah lunas 
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 angsuran tersebut baru diserahkan kepada nasabah. Jadi dalam hal ini, tidak terjadi 
dua akad secara bersamaan melainkan berpisah antara akad murabahah dengan 
akad rahn. 
Apabila ditengah akad murabahah dan rahn nasabah tidak sanggup lagi untuk 
membayar, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu, 
pihak pegadaian syariah akan memberikan saran emas yang ada untuk dijual 
kepada pihak lain setelah itu baru hasil dari penjualan akan dipotong untuk 
dibayarkan sisa angsuran dan apabila ada sisa lagi maka uang nasabah akan 
dikembalikan. Misalnya, Budi mengambil kredit emas di pegadaian syariah 
sebesar Rp 5.500.000,- dipertengahan akad ternyata Budi sudah tidak sanggup lagi 
untuk membayar dan baru membayar angsuran sebesar Rp 2.500.000,- jadi setelah 
musyawarah nantinya pihak pegadaian akan menjual emas tersebut, seandainya 
emas tersebut laku seharga Rp 5.500.000,- maka akan dipotong sisanya yaitu Rp 















3 bulan 6 bulan 12 bulan 
(DP) Angsuran Angsuran Angsuran 
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 1 gr 646.000 662.150 129.200 196.377 101.042 53.459 
5 gr 3.081.000 3.158.025 616.200 871.294 448.305 237.188 
10 gr 6.110.000 6.262.750 1.222.000 1.710.852 880.281 465.736 
25 gr 15.170.000 15.549.250 3.034.000 4.222.043 2.172.358 1.149.343 
50 gr 30.280.000 31.037.000 6.056.000 8.410.132 4.327.245 2.289.443 
100 gr 60.430.000 61.940.750 12.086.000 16.766.908 8.627.037 4.564.361 
250 gr 150.300.000 154.057.500 30.060.000 41.676.475 21.443.697 11.345.352 
1000 gr 0      
 
 Table diatas merupakan rincian pembayaran angsuran yang harus dibayar 
oleh nasabah setiap bulannya sesuai dengan besarnya biaya angsuran yang dilihat 
dari besar gram emas yang diambil nasabah di pegadaian syariah. Harga yang 
tertera apabila dibeli secara cash merupakan harga yang telah ditetapkan oleh 
pihak pegadaian syariah, termasuk harga angsuran yang harus dibayar sama setiap 
bulannya tidak ada penambahan meskipun harga emas yang diambil mengalami 
kenaikan atau penurunan.Besarnya angsuran yang harus dibayarkan juga 
tergantung pada waktu atau lamanya jual beli kredit yang diambil oleh nasabah 
apakah selama 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. 
 Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah apabila ingin melakukan 
transaksi jual beli emas secara tidak tunai (kredit) di pegadaian dapat dilakukan 
dengan cara nasabah langsung datang ke pegadaian syariah dengan membawa 
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 BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 
PADA PT PEGADAIAN SYARIAH UPS WAY HALIM 
 Jual beli emas tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau membeli 
barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau 
diangsur). Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media 
investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. 
Terhadap fenomena yang sering terjadi di masyarakat mengenai jual beli 
emas secara tidak tunai tersebut tentunya menimbulkan kebingungan di 
masyarakat mengenai bagaimana status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam 
apakah jual beli emas secara tidak tunai tersebut diperbolehkan atau tidak. 
Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki 
otoritas dalam mengeluarkan fatwa akhirnya mengeluarkan fatwa DSN-MUI 
Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. 
Latar belakang dari dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut dikarenakan 
beberapa hal yaitu : 
a. Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali 
dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran 
(taqsith) maupun secara tangguh (ta‟jil); 
 b. Transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut 
menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat 
yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan; 
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b 
diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi 
jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan sebagai pedoman. 
Dalam mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan jual beli emas secara 
tidak tunai MUI melihat beberapa pertimbangan baik dalam al-Qur‟an, hadist, 
kaidah ushul dan kaidah fiqh, maupun pendapat para ulama dan peserta rapat 
diperoleh kesimpulan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui 
jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama 
emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). 
Kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai tersebut 
disertai dengan batasan serta ketentuan : 
a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian 
meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo; 
b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan 
(rahn); 
c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak 
boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan 
perpindahan kepemilikan. 
Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan pada 
ketentuan syariah, selain berpedoman kepada Al-Qur‟an dan Hadis, juga 
 berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) terhadap setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Salah satunya adalah 
implementasi atau pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai yang menjadi 
salah satu produk dari pegadaian syariah. 
Dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah 
UPS Way Halim menggunakan akad murabahah dan akad rahn.Mengenai harga 
jual beli emas yang dilakukan secara kredit harga awal ditentukan oleh pihak 
pegadaian syariah beserta dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh 
nasabah setiap bulannnya, dalam hal ini angsuran yang harus dibayarkan oleh 
nasabah jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan tidak akan bertambah 
ataupun berkurang meskipun harga emas mengalami kenaikan atau penurunan. 
Pembayaran angsuran didasarkan pada kesepakatan awal antara nasabah dan 
pihak pegadaian syariah. 
 Pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya, 
dan pembayaran angsuran bersifat flat dalam artian tetap sama pembayaran setiap 
bulannya tidak ada penambahan atau pengurangan angsuran meskipun harga emas 
dipasaran mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini menurut penulis juga 
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-
MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada 
poin 1 (satu)  yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai boleh 
dilakukan dengan ketentuan harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama 
jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 
  Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh 
tempo yang telah disepakati oleh nasabah, pihak Pegadaian Syariah UPS Way 
Halim menerapkan sistem denda yang dalam hal ini denda maksimal yang 
diberikan oleh pihak pegadaian syariah adalah 4% dari angsuran setiap bulannya. 
Misalnya, angsuran Budi setiap bulannya kepada pihak pegadaian syariah sebesar 
Rp 1.000.000,- dan Budi telat membayarkan angsuran kepada pihak pegadaian 
selama 3 bulan (januari, februari, dan maret). Jadi, besarnya angsuran disertai 
denda yang harus Budi bayar kepada pihak pegadaian syariah yang maksimal 
dendanya 4% adalah Rp 1.040.000,- untuk bulan pertama yaitu januari, sebesar 
Rp 1.040.000,- untuk bulan kedua februari, sebesar Rp 1.040.000.- untuk bulan 
ketiga maret, total keseluruhan yang harus dibayar oleh Budi disertai dengan 
denda adalah sebesar Rp 3.120.000,-. 
 Denda yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah dengan tujuan untuk 
menertibkan nasabah agar membayar cicilan/angsuran secara tepat waktu. Denda 
tersebut juga nantinya bukan sebagai keuntungan yang akan diterima oleh pihak 
pegadaian syariah, tetapi dana tersebut nantinya akan disimpan dan 
disumbangkan/diserahkan kepada kaum dhuafa, panti asuhan, dan yayasan 
lainnya dalam rangka CSR (Corporate Social Responbility) yaitu suatu konsep 
atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab 
perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu 
berada. 
 Denda yang ditetapkan oleh pihak pegadaian menurut penulis merupakan 
hal yang wajar untuk ditetapkan agar mendisiplinkan nasabah untuk membayar 
 angsuran tepat waktu, dan adanya pengenaan denda juga telah diinformasikan 
kepada nasabah dari awal ketika melakukan akad jual beli emas secara tidak tunai. 
Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli emas di Pegadaian Syariah 
UPS Way Halim adalah dengan menggunakan akad murabahah dan akad 
rahn.Tetapi akad tersebut bukan merupakan akad gabungan, melainkan akad yang 
terpisah atau berdiri sendiri-sendiri.Jadi dalam hal jual beli emas secara kredit 
pada pegadaian syariah tidak menggunakan adanya penggabungan akad. 
Dalam akad yang digunakan di pegadaian syariah, akad yang digunakan 
dalam jual beli emas secara tidak tunai awalnya adalah menggunakan akad 
murabahah atau jual beli, setelah melakukan transaksi jual beli, dikarenakan 
nasabah melakukan jual belinya secara tidak tunai atau angsuran maka nantinya 
akan berubah menjadi akad rahn karena ketika nasabah memberikan uang muka 
kepada pihak pegadaian syariah pada saat itulah terjadi akad murabahah atau jual 
beli, dan ketika nasabah membayar secara angsuran terjadi akad rahn karena emas 
yang diinginkan nasabah terlebih dahulu akan dibelikan oleh pihak pegadaian 
syariah dan ditahan oleh pihak pegadaian syariah, nantinya ketika sudah lunas 
angsuran tersebut baru diserahkan kepada nasabah. Jadi dalam hal ini, tidak terjadi 
dua akad secara bersamaan melainkan berpisah antara akad murabahah dengan 
akad rahn. 
Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual 
beli emas secara tidak tunai pada poin 2 (dua) yang menyatakan emas yang dibeli 
dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). 
 Dalam transaksi yang mengandung risiko tinggi seperti transaksi jual beli 
emas, pihak pegadaian syariah tidak menetapkan adanya jaminan fidusia kepada 
nasabah dikarenakan emas yang menjadi obyek transaksi sesuai akad akan ditahan 
oleh pihak pegadaian syariah, setelah emas tersebut lunas baru diserahkan kepada 
nasabah, hal ini sesuai dengan fatwa mui yang memperbolehkan emas yang dibeli 
dengan pembayaran tidak tunai dijadikan jaminan (rahn). 
Mengenai jaminan dalam hal ini emas yang dicicil oleh pihak pembeli 
tidak dapat dipindahtangankan kepihak yang lain atau menjadi obyek akad yang 
lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jalan lain yang dapat 
dilakukan oleh nasabah apabila sudah tidak sanggup membayar adalah dengan 
mengatakan kepada pihak pegadaian bahwa nasabah yang bersangkutan sudah 
tidak sanggup lagi untuk membayar, nantinya pihak pegadaian syariah akan 
menjual atau melelang emas tersebut yang nantinya hasil penjualan akan 
digunakan untuk menutupi sisa angsuran dan jika ada sisa akan dikembalikan 
kepada pihak nasabah. 
Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual 
beli emas secara tidak tunai pada poin 3 (tiga) yang menyatakan emas yang 
dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan 
atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. 
Ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-
MUI/V/2010 menurut penulis apabila dilihat dari segi nasabah maka praktek yang 
dilakukan pada Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah 
 sesuai dengan apa yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut. Misalnya hal-hal 
mengenai pelaksanaan akad jual beli emas secara tidak tunai, penjelasan mengenai 
denda yang dikeluarkan apabila mengalami keterlambatan, cicilan atau angsuran 
yang dibayarkan setiap bulannya, dan penyelesaian yang dilakukan apabila 
nasabah tidak sanggup lagi membayar cicilan/angsuran. Hal tersebut menurut 
penulis keseluruhannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-
MUI/V/2010. 
 Secara garis besar, apabila ditarik sebuah kesimpulan, adat atau 
kebiasanlah yang berpeluang besar dalam menetapkan suatu hukum yang berlaku 
pada satu masa.Inilah yang dijadikan sandaran bagi MUI untuk menetapkan 
hukum mengenai jual beli emas secara tidak tunai ini. 
 Tentu saja, hal ini juga didukung dengan fenomena yang terjadi pada saat 
ini dan masa lalu. Di mana apabila diperbandingkan antar keduanya, banyak 
sekali hal-hal yang berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi 
yang semakin maju, serta pola dan gaya hidup manusia yang semakin meningkat. 
 Bisa dikatakan tepat apabila MUI menggunakan beberapa kaidah-kaidah 
yang berhubungan dengan adat atau kebiasaan sebagai salah satu bahan 
pertimbangannya karena masalahnya saat ini adalah uang atau alat tukar yang 
dipakai oleh masyarakat pada masa sekarang adalah uang kertas atau uang logam 
yang jauh berbeda dengan emas yang digunakan sebagai alat tukar pada masa 
lampau. 
 Inilah sebenarnya yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan 
para Ulama dimana sebagian Ulama mengharamkan jual beli emas secara 
 tangguh, ada pula Ulama yang lain membolehkan jual beli ini dengan alasan 
apabila emas sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, maka hukumnya boleh 
untuk diperjualbelikan baik dengan sisitem tunai, maupun sistem tangguh. 
 Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat boleh melakukan jual beli perhiasan 
dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya 
(tamashul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan 
perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan 
pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga. 
 Ibnu Qayyim menambahkan bahwa perhiasan dari emas atau perak telah 
berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang dan bukan merupakan jenis 
harga (uang).Hal ini dikarenakan dengan pembuatan menjadi perhiasan ini, 
perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi 
menjadi uang) dan bahkan dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak 
berlaku riba dalam pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga (uang), 
sebagaimana tidak berlaku riba dalam pertukaran atau jual beli antara harga 
(uang) dengan barang lainnya meskipun bukan dari jenis yang sama. 
 Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Wahbah al-Zuhaily mengatakan 
bahwa membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak 
boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang) dan tidak sah juga dengan 
cara berutang dari pengrajin. 
 Menyikapi perbedaan tersebut, MUI sendiri terlihat lebih condong kepada 
pendapat yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.Hal ini terlihat dari 
 sikap MUI yang membenturkan masalah „urf (adat kebiasaan) ini dengan 
pengertian uang agar menemukan titik temu dari permasalahan di atas. 
 Dalam hal ini, MUI merujuk pada definisi uang menurut Abdullah bin 
Sulaiman al-Mani di mana Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media 
pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti 
apapun media tersebut. Agar lebih jelas lagi, MUI mengambil definisi uang 
menurut Ulama lain yaitu Muhammad Rawas Qal‟ah Ji yang mengartikan Naqd 
adalah sesuatu yang dijadikan harga (shaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari 
logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh 
lembaga keuangan pemegang otoritas. 
 Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu baik 
emas, perak, maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai 
uang hanyalah jika : 
a. Masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran); dan 
b. Diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. 
Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat 
(kebiasaan atau perlakukan masyarakat). 
 Fenomena yang terjadi pada saat ini sendiri, emas yang ada sebagian besar 
dibentuk menjadi emas batangan dan perhiasan serta lebih difungsikan sebagai 
perhiasan dan juga sebagai media investasi, meskipun di sisi lain ada juga yang 
mencetak emas dan perak tersebut menjadi dirham dan dinar tetapi itu masih 
dalam skala kecil dan oleh pihak-pihak tertentu saja. 
  Dari sini jelaslah bahwa emas yang ada sekarang statusnya tidak lagi 
menjadi uang, karena uang yang diakui dan berlaku pada saat ini adalah uang 
kertas atau uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana yang kita 
kenal sekarang. Jadi, bisa dikatakan kalau jual beli emas pada saat ini adalah 
sebagaimana jual beli barang pada umumnya yang status jual belinya adalah 
antara uang dengan barang, bukan uang dengan uang, sehingga boleh dikukan 





















 Berdasarkan uraian dan analisa atas pokok masalah skripsi ini, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : bahwa jual beli emas secara tidak tunai pada PT 
Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung implementasinya sudah 
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. 
a. Harga emas selama dalam masa angsuran tidak mengalami kenaikan; 
b. Emas selama dalam masa cicilan oleh nasabah akan ditahan oleh pihak 
pegadaian, dan tidak bisa terjadi obyek akad yang lain oleh PT Pegadaian 
Syariah UPS Way Halim maupun oleh nasabah.\ 
 
B. Saran 
1. Bagi pihak Pegadaian Syariah UPS Way Halim, dapat menjalankan akad 
yang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa MUI; 
2. Bagi pihak Nasabah, hendaknya dapat membayar angsuran secara tepat 
waktu sehingga tidak mendapat denda yang ditetapkan oleh Pegadaian 
Syariah, dan dapat mengetahui dengan pasti mengenai akad dan juga 
prosedur dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai pada pegadaian 
syariah; 
3. Bagi pihak Majelis Ulama Indonesia, dapat mengeluarkan putusan berupa 
fatwa-fatwa yang dapat dijadikan pedoman bermuamalah oleh masyarakat 
 terutama mengenai transaksi muamalah kontemporer yang perlu diketahui 
hukumnya boleh atau tidak. 
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 Daftar Pertanyaan kepada Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar 
Lampung 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar 
Lampung? 
Jawaban : dijelaskan dalam Bab III skripsi poin I. 
2. Apakah visi dan misi Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar 
Lampung? 
Jawaban : dijelaskan dalam Bab III skripsi poin II. 
3. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar 
Lampung? 
Jawaban : dijelaskan dalam Bab III skripsi poin III. 
4. Produk-produk dan layanan apa saja yang ditawarkan oleh Pegadaian 
Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung? 
Jawaban : dijelaskan dalam Bab III skripsi poin IV. 
5. Apakah akad yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai di 
Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung? 
Jawaban : dijelaskan dalam Bab III skripsi poin B. 
6. Bagaimana mekanisme dan prosedur mengenai jual beli emas yang 
terdapat di Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung? 
Jawaban : Fotocopy KTP dan uang muka. 
7. Dalam transaksi yang mengandung risiko tinggi seperti transaksi jual beli 
emas ini, apakah Pegadaian Syariah menetapkan jaminan kepada nasabah? 
 Jawaban : Tidak ada jaminan, karena emas yang menjadi transaksi masih 
ditahan oleh pihak pegadaian, sampai pembayarannya lunas baru emas 
diserahkan oleh pihak pegadaian kepada nasabah. 
8. Bagaimanakah jaminan fidusia terhadap jual beli emas secara tidak tunai 
yang diberikan kepada nasabah? 
Jawaban : Tidak ada jaminan fidusia terhadap jual beli emas secara tidak 
tunai di Pegadaian Syariah, dikarenakan emas yang menjadi obyek 
transaksi sesuai akad akan ditahan oleh pihak pegadaian syariah, setelah 
emas tersebut lunas baru diserahkan kepada nasabah. 
9. Mengenai target konsumen yang dicapai, kepada siapa produk jual beli 
emas secara tidak tunai ini ditujukan? 
Jawaban : tidak ada target khusus yang menjadi target konsumen 
pegadaian syariah, semua pangsa pasar ataupun konsumen dari semua 
kalangan diperbolehkan untuk melakukan akad transaksi jual beli emas 
secara tidak tunai di pegadaian syariah. 
10. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam rangka 
menjalankan promosi terhadap peningkatan jual beli emas secara tidak 
tunai ini? 
Jawaban : strategi yang dilakukan dengan menyebarkan brosur kepada 
masyarakat ataupun melakukan literasi ke sekolah-sekolah, ibu-ibu 
pengajian, dan tempat-tempat lain yang memang memungkinkan untuk 
pihak pegadaian melakukan promosi ataupun pengenalan produk-produk 
ke masyarakat bahkan di pasar-pasar pun maupun tempat ramai yang biasa 
 dikunjungi oleh masyarakat pihak pegadaian akan menyebarkan brosur 
dan menjelaskan tentang produk-produk pegadaian syariah yang ada ke 
masyarakat. 
11. Berapa dan bagaimanakah sistem denda yang diterapkan pihak pegadaian 
syariah apabila pembeli mengalami keterlambatan dalam pembayaran dari 
tanggal jatuh tempo yang telah disepakati? 
Jawaban : denda maksimal yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah 
adalah 4% dari angsuran setiap bulannya. Misalnya, angsuran Budi setiap 
bulannya kepada pihak pegadaian syariah sebesar Rp 1.000.000,- dan Budi 
telat membayarkan angsuran kepada pihak pegadaian selama 3 bulan 
(januari, februari, maret). Jadi, besarnya angsuran disertai denda yang 
harus Budi bayar kepada pihak pegadaian syariah yang maksimal 
dendanya 4% adalah Rp 1.040.000,- untuk bulan pertama yaitu januari 
sebesar Rp 1.040.000,- bulan kedua februari Rp 1.040.000,- bulan ketiga 
maret Rp 1.040.000,- jadi total keseluruhan yang harus dibayar oleh Budi 
adalah sebesar Rp 3.120.000,- 
Denda yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah dengan tujuan untuk 
menertibkan nasabah agar membayar cicilan/angsuran secara tepat waktu. 
Denda tersebut juga nantinya bukan sebagai keuntungan yang akan 
diterima oleh pihak pegadaian, tetapi dana tersebut nantinya akan 
disimpan dan disumbangkan/diserahkan kepada kaum dhuafa, panti 
asuhan, dan yayasan lainnya dalam rangka CSR (Corporate Social 
Responbility) yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh 
 perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social 
maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. 
12. Apakah harga jual emas (tsaman) tersebut bisa bertambah atau berkurang 
selama cicilan emas tersebut belum lunas? 
Jawaban : untuk harga jual berdasarkan angsuran itu flat tetap sesuai 
dengan angsuran akad yang pertama, misalnya angsuran perbulan yang 
dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp 550.000,- maka setiap bulannya 
sampai dengan akad tersebut selesai nasabah cukup membayar setiap 
bulannya sebesar Rp 550.000,- sesuai dengan akad di awal, angsuran 
tersebut bersifat flat dalam artian tidak ada penambahan meskipun 
nantinya harga jual emas atau logam mulia di masyarakat mengalami 
kenaikan atau penurunan. 
13. Apakah jaminan dalam hal ini emas yang dicicil oleh pihak pembeli dapat 
dipindahtangankan kepihak yang lain atau menjadi obyek akad yang lain 
yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan? 
Jawaban : pemindahtanganan ke pihak lain tidak dapat dilakukan oleh 
nasabah yang bersangkutan. Jalan lain yang dapat dilakukan oleh nasabah 
apabila sudah tidak sanggup membayar adalah dengan mengatakan kepada 
pihak pegadaian bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk membayar, 
nantinya pihak pegadaian syariah akan menjual atau melelang emas 
tersebut yang nantinya hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi 
sisa angsuran dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak nasabah. 
 
